. Undang-Undang Nomor 16 Tahun2013 tentan D
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429;

r 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran .
i
i

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 _
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Dengan

1 o
o
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

6. Peratuhan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentar'm
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 161);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia );

. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluj Sekretaris
Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan. kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yangmempunvyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

2
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1745

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
nyelenggara Pemerintahan Desa.
gidin Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa be@aurkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa. \
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Desa.
Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas
Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas
Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

- Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan

sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi. adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis
yang menjalankan tugas PPKD.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
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25 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

27.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

29, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisth lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan
rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan,
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun
anggaran sebelumnya.

33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

36. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya
disingkat SPP Panjar adalah permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan sebagai uang panjar pelaksanaan
kegiatan.

37.Surat Permintaan Pembayaran Tunai yang selanjutnya
disingkat SPP Tunai adalah permintaan pembayaran oleh
pelaksana  kegiatan terhadap belanja yaﬁg sudah
dilaksanakan.

38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten. 155
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Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan
Bupati ini terdiri dari : ‘ i
kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
anggaran pendapatan dan belanja desa;
pengelolaan; dan

pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu

an o

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

[ Pasal 5

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa
dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Desa,

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
Desa selaku PPKD.

|
"
a-d
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b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan F',_
rancangan perubahan APB Desa; : 1
¢. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa "
tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; pur
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan |
Penjabaran APB Desa; |
e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang -
menjalankan tugas PPKD; dan
f.  mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Desa mempunyai tugas: '
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
c¢. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

(4) Koordinator PPKD dapat diberikan honorarium sesuai
kemampuan keuangan Desa yang besarannya ditetapkan
dalam standar satuan harga Desa dengan berpedoman pada
standar satuan harga Kabupaten.

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

Scannéd by CamScanner



(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a  Kasi pemerintahan;
b Kasi kesejahteraan, dan
¢. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,;
melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya,
menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada
dalam bidang tugasnya; dan
. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai

bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan

APB Desa.

" RoCc

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan
bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

(6) Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan honorarium
sesual kemampuan keuangan Desa yang besarannya
ditetapkan dalam standar satuan harga Desa dengan
berpedoman pada standar satuan harga Kabupaten.

Pasal 9

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dibantu oleh tim yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena
sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur
perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau
masyarakat, yang terdiri atas :

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu
pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan melalui
keputusan Kepala Desa.

(6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan
honorarium  sesuai  kemampuan keuangan Desa yang
besarannya ditetapkan dalam standar satuan harga Desa
dengan berpedoman pada standar satuan harga Kabupaten.

Pasal 10

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
¢, melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas :
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a, diklasifikasikan menurut ke
pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis

belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, '

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pembiayaan.

Pasal 12

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi
kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 13

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain-lain.

Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;

g

=4
|
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Pasal 15

(1) Kelompok transfer sebagaimana
) mt(zl;ohmfh,mmm
a. dana Desa; i
b. bagandanhadlpagakdmre&ibuuhbupah:;

c. alokasi dana desa;
d
e

ayat (1) huruf d,

bantuan keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Provinsi dan bantuan keuangan 3 :-"
APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf |
d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus. |

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud .
pada ayat (2), dikelola dalam APB Desa tetapi tidak '
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%

(tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh -
per seratus).

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf ¢, terdiri atas -

penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa:

penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;
penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa:
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan;

bunga bank; dan

lain-lain pendapatan Desa vang sah.

oo o

m ™
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Bagian Kedua
Belanja

Pasal 17

1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayathuruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Pasal 18

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

penyelenggaraan pemerintahan Desa;

pelaksanaan pembangunan Desa;

pembinaan kemasyarakatan Desa:

pemberdayaan masyarakat Desa; dan

penanggulangan  bencana, keadaan darurat dan
mendesak.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.

S HENOECHD

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 19

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) huruf a, dibagi dalam sub bidang :

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

¢. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik,
dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan

e. pertanahan.

~—

S

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf b, dibagi dalam sub bidang :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

¢. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. kawasan permukiman:

e. kehutanan dan lingkungan hidup;

. perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. energi dan sumber daya mineral: dan

h. pariwisata.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf ¢, dibagi dalam sub bidang :

a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat:

10
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga seb
dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu bantuan g untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membantu  pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian
obyek belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini.

Pasal 24

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢,
digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah
aset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian
obyek belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini.

12
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(5)

6)

(7)

(1)

terancamnya  penyelesaian  pembangunan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan . 28
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dﬁ Ry |
masyarakat miskin yang menga kedaruratan, H
pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya. B

Tata cara penggunaan anggaran kegiatan sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan
mendesak melalui cara :

a. Kepala Desa menetapkan status bencana, keadaan darurat
dan keadaan mendesak dengan Surat Keputusan;

b. Kepala Desa memimpin rapat kerja bersama pelaksana
kegiatan anggaran;

¢. hasil kesepakatan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf (b), dituangkan dalam berita acara;

d. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
dasar bagi kepala Desa untuk melaksanakan anggaran
biaya bidang tak terduga;

e. pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud huruf (d),
dilampiri dengan RAB.

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian
obyek belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 26

Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3), adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

13
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(1)

(2)

permukiman,  ketentraman  ketertiban  umum  dan
perlindungan masyarakat, dan sosial yang memeriukan

Pasal 28

Kriteria  keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (5), adalah keadaan yang memaksa untuk segera
dilakukan, dipenuhi, dan diselesalkannya upaya pemenuhan
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin
yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan,

sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. pekerjaan,
dan/atau pelayanan sosial

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Warga Desa yang

sama sckali tudak mempunyai sumber mata pencaharian

dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyal kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
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(1)

(2)

(1)

Desa, pembinaan
Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan sesuai dengan
kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 30

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf ¢, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas kelompok :

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali
tanah dan bangunan.

15




) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud padn

wmmd@mw&wm v 'ﬁ

mmm»mmmmmdmwm),m

sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan kepala Desa.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 34

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa dalam bentuk uang yang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan
pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.,

16
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dimahud pada aymt (2) melipuw

a. latar belakang BUM Desa, antara lain

1.

2.
3
4.

data BUM Desa;

data Pimpinan;

struktur organisasi/Kelembagaan BUM Desa; dan
susunan pemilik /pemegang saham.

b. analisis pasar/pemasaran, antara lain :

N O\ Al

. produk/jasa yang dihasilkan;
gambaran pasar;

target penjualan;

strategi pemasaran;

analisis pesaing;

saluran distribusi; dan
keunggulan yang dimiliki.

¢. rencana pengembangan usaha BUM Desa, antara lain:

1.
2.

strategi pemasaran;
strategi produksi.

d. dampak dan resiko usaha, antara lain

PO

dampak terhadap masyarakat sekitar;
dampak terhadap lingkungan;

resiko usaha; dan

antisipasi resiko usaha.

17
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Pengeloaan  keuangan Desa dapat dlakukan dengan

Pasal 39

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa
pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB
Desa.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan
Bupati setiap tahun yang paling sedikit memuat :

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten
dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;

prinsip penyusunan APB Desa;

kebijakan penyusunan APB Desa;

teknis penyusunan APB Desa; dan

hal khusus lainnya.

coo o

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan
penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.,

18
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(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangar
Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

R

Pasal 42

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa o

tentang APB Desa kepada camat.

Pasal 43

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), disampaikan Kepala Desa
kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan
dokumen paling sedikit meliputi :

a.
b.

c.
d.

surat pengantar;

rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran
APB Desa,

peraturan Desa mengenai RKP Desa;

peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan,
jika tersedia;

peraturan Desa mengenai penyertaan modal, Jjika tersedia;
dan

berita acara hasil musyawarah BPD.

19
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Keputusan Camat.

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
. pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan
mendapat persetujuan Camat,

Pasal 46

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan

(2) Desa tentang APB Desa.

(3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya.

20

Scanned by CamScanner



antar bidang, r sub bide
jenis belanja; dan Fh i LA
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. : N

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar |

. biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), antara lain :

a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari S50%;

b. presentase 50% sebagimana dimaksud pada huruf a,
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara
pendapatan dan belanja dalam APB Desa.

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB
Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 49

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa ditetapkan.

21
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(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan

(2)

(3)

(4)

(2)

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui
rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan
kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,
rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa
dan Kaur Keuangan.

Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui
rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51, dilaporkan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada
Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

22
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(5) mmmwlnwmmwphm
huruf ¢, merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa.

Pasal 56

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan
anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa
menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Anggaran
untuk menyusun rancangan DPPA

23
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berdasarkan DPA yang belah dlsahkan o1eh kepala Desa.

Pasal 59

PR T

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
. memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan
Asli Desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain. {

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 60

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. |

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat
persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab
terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

24
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\me bersyarat

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mer PP \

periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar e
atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
. pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 63

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10
(sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana vang
sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam
kas Desa.

(3) KaurKeuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku
pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban  pencairan anggaran  sebagaimana

25
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persyaratan yangdmetapkan
(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai
dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan

persetujuan dari kepala Desa.
Pasal 65

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan
selesai.

Pasal 66

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun
RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang
diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui
RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai
dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

26
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(2)

@)

(4)

(5)

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
perhitungan  perkiraan penerimaan dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya
yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan perhitungan riil dari anggaran dan
kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
berikutnya.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi
DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling
lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
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(1) Penyertaan modal

I Crs ﬂiﬂﬂ B]ﬂ!ﬂld dE]Em w—
huruf b, dicatat pada pengeluamn pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaim
dimaksud pada ayat (1), dimasukan sebagai penda.patan ash

Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 72

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 73

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum
yang terdiri atas :
a. buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.

28
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Keuangan langsung kepada | '
yang diajukan oleh Kasi pelaksana
disetujui oleh Kepala Desa. '
e (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui i |

oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi
pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 76

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), dilaporkan oleh Kaur
Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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~ (r) Km m’a i",,‘J“.f .2 S
eal APB Desa kepada B : j

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir 1

& tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan -:
Desa. ‘

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai ‘
dengan :
a. laporan keuangan, terdiri atas :
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 80

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan  konsolidasi realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat
minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
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(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ‘1
keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah
kabupaten.

(2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ‘
keuangan desa di wilayah Kecamatan masing-masing. .

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan .
biaya ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa
induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
penjabat Kepala Desa Persiapan.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional
dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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berlaku. |

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunda

Agar setiap orang mengetahuinya, memertntahknn pengund
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Dapmh
Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

Pada tanggal 2019
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

(-

@ SYARIF HIDAYAT

—

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

S

Zainal Arj aud
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR
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Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pen

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa™*

[S) PRV P -

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan

01

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

02

Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan
dan potensi desa)**

03

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

04

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sip

05

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

W W wWlw w

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil,
statistik dan kearsipan*

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

01

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

02

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., vang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

03

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

04

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

05

Pengelolaan /Administrasi/Inventarisasi/Penil

i

Scanned by CamScanner



|

LS N S

“ n-.—-h-—n Pussras MAUD T TR TRA T Taermaeer T

T

.msq

WA et an wPeas S Gy it

D
atgran . RS g rigpdsen Seras Tresrws. Lax
Gy Lodealy L MR TA TR TLE T, ettt Ve Furma Wil

e -
wmms—-&—
ey T aman Seas row o s Wik Tews—
Sty piss Wik m P-_-‘_ Duce e Secamr

Z";__,. "-'-—i-rh"i&!-
i g il g bems Wasen. Sryrewus

Buh eomg drwtiatun

renerirngguran. ~w lewhatar e A0, Mindes Wisiie T r);:m‘—_
Tamtvasn rerolf Yean eom Sevaest Tese Femvestiuee Moencer £ den
Hot At ys e ez Wesor (el

demeengtian  Tueandgl, Weuocae TanisdtEr. e '::-; -;gn;k —&;
sz vl daalrr Pumvgdil

s i G atihan Diarg Gewsaae oorue Wi ";n; 1
dewricaan. Latrr drwiaaar. Al
remr gt ran Dugp Gewtiaran

—

Scanned 'by CamScanner



i S s o i
Pemeliharaan Sarana/Prasarana u/Polindes

n.ﬁ o ool slas

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /

Sub Pekerjaan Umum dan Penataan Ru

Pemeliharaan Jalan Desa

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

08
09
u / Polindes / PKD **
W%ﬁm%m*
01
02
03
04

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kem tan

Nl N el ol s hsnsiens

Wil wlwlwlwlwiw

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
Milik

08

Pemeliharaan Embung Milik Desa

09

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

10

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa >

NINININ

W wWww

11

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingku
Permukiman/Gang **

12

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

NN

Wiw

13

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa **

N

14

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

15

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balal Kemasyarakatan™

SIS

w

16

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
Bersejarah Milik Desa/Petilasan

17

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

18

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

19

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **

20

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa **

RINININ | N

WIWW(w|w

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

Sub Bidang Kawasan Permukiman

o

01

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

02

Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

03

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan
Air Hujan/Sumur Bor, dll)

04

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

05

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar
prasarana jalan)

06

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dil

S

07

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pcrmukim-an
(Penampungan, Bank Sampah, dll)

08

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah

Tangga) g AR

09

10

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

Lo S IS BN

11

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dli)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (pipanisasi, dll) **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman ((‘mr()-ng»
gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
lv’(-’mham?unun/Rclml)ililns/I‘vningknmn Fasilitas Jamban Umum /MCK
umum, dil **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah ]
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dli)** ’

L
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik l)(‘s;:l (Mnlva ;
i
|
|
|
!
I

S
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Alteratif tingkat Desa **

lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mincral*

Sub Bidang Pariwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02

Pembnngunnn/kehabﬂntnm/Pemnglm.tan Sarana dan Prasarana Pariwisata

03

90-99

Pariwisata Tingkat Desa

lmn lain k@tan sub bidang pariwisata*

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang
mencakup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

01

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

02

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

w

03

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

04

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

05

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

06

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

W Wiwlw

[EErg Uy Y

07

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masyarakat

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat*

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Wiw

NN

01

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

02

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

03

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

4

e
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Pemeliharaan Kammba[Kolnm Penkanan Darat Milik Desa

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

E R

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
Milik Desa**

H

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil
Milik Desa**

N

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

»

Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/Nelayan **

+H

lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

»

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

H

01

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan
pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

EY

[}

02

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,
kandang, dll)

03

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

05

Pelatihan /Bnmtck/Pcngcnalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/Peternakan LTS

B I S N

N NININ

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pcrtaman dan Pctrrnakan

—————————————————————

Sub Bidan&PcMngkamn_K—ﬁjt;u]iéb Aparatur Desa

01

Peningkatan kapasitas kepala Desa

02

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

03

Bl S

WWWwww

90-99

Peningkatan kapasitas BPD -
lain-lain kegiatan sub bidang penmgkulnn knpaqm\s Aparatur Desa

T

) Sub Bld.mg Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5

02

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

-h]-b-h-h

ENFNIFNEN

03

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang dlsulnhm'i)
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* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)
** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)
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4] 2]3
ARl R o N

a2l s [ s
4| 2| 4] 01 :
4 2| 4 [90-99 | | ‘
- JEES Bantuan Keuangan APBD lhhuﬁm/l(ou
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten /Kota ‘
4 2| 5 |90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4 3 Pendapatan Lain-lain

' 4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
! 4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4| 3] 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
-+ 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4 3] 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3| 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4 3 5 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4 3 6 Bunga Bank
4] 3|6 [ 01 Bunga Bank
4 319 Lain-lain pendapatan Desa yang sah i
4| 3| 9 [90-99 Lain-lain pendapatan Desa yangsah o
5 BELANJA D
5 1 Belanja Pegawai - :__,,._ T T e
5 1] 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
5 1 1 01 |  Penghasilan Tetap Kepala Desa ' DR
5| 1] 1 02 Tunjangan Kepala Desa N ) i T
5 1 1 [90-99|  Penerimaan Lain l\epnla Desa y;n_gﬁ‘i-nﬁ'x - ; _; - -—J
7
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5] 3| 1| 12
| 5] 2] 1 19099
0 e ) Belanja Jasa Honorarium
L.® 2.3 01 Bdmiﬂmﬁonoxaﬁumﬁmymgb(dnkaannkanw Sl |
£ 5 _i‘_ .24 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
e w3 s Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa ‘
5 2| 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi/Konsultan /Narasumber
BT 2. 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
5 2| 2 |90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5 21 3 Belanja Perjalanan Dinas
5 2| 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5 2] 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5 2.4 8 03 Belanja Kursus/Pelatihan
5 2] 4 Belanja Jasa Sewa
5 2. 54 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5 /) 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5 2 4 | 90-99 Belanja Jasa Sewa Lainnya
5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran
S 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik
5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5 2 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5 2 5 04 Belanja Jasa Langganan Telepon
5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet
5 2| 5 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5 2 5 07 Belanja Jasa Perpanjangan ljin/Pajak
5 2 5 [ 90-99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
S 2 6 Belanja Pemeliharaan
5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
5 2 6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan
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2 | 03 | 7
P T
o Y I NN | '
| 5] 3] 2| 06
5| sl al or Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/ Patok Tanah
5] 31 2] o8 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan ‘
5| 3] 2] o9 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan / Peternakan ;
el 3] 2] 1o Belanja Modal Mesin ‘ +
(RS 8 2 ad | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
| s| 3] 2 [9099|  Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
G P R Belanja Modal Kendaraan
5 3 3 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5 3 3 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5 3 | 8 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5 3 3 | 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5 3| 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
S 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 C 0 [T 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 5 Belanja Modal Jalan /Prasarana Jalan
S 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 S 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 6 Belanja Modal Jembatan
5 3 6 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 7 Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air
Limbah /Persampahan
) 3 7 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 7 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 7 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 7 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
9
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. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Adlml m‘hn yang peﬂu mendapat pefhatmn pemenmtmh Dm dalam

mﬂlnm APB Desa dswusun dengan menggunakan ndek )
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. '
Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kegiatan yang direncanakan,;

2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap kegiatan;

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati

. Teknis Penyusunan APB Desa

Menguraikan tentang:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait
waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

11
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ihasil ;,mgumwmmnnhmdmm, mperhif

standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga mﬁuam
i kabupaten sebagai patokan tertmg_gx Jika terdapat harga satuan
B i mahennlljnn yang lebih tinggi dari kabupaten, maka ham"p
: aikan alasan yang kuat.
c. Pembiayaan Desa
Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal- hal
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi
pembiayaan, yang meliputi:
' (1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali
dana cadangan; dan
(2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan
penganggaran dana cadangan.

3. Cara mengisi format APB Desa
a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa,
yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek
pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi
ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian
objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam
penjabaran APB Desa.

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang
dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran
pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa
yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek,
pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan
dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

12
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m
) Panﬁn;ﬁmmn dm@ehnj&m '
s m'muat dalam Pmmmn Dun tentang Anggaran

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;

Mengingat : 1...... :
3. ....dan seterusnya,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:

.....

1. Pendapatan Desa Rp..coiiiiiii,

2. Belanja Desa BR csssssatacsneatbinatne

Surplus/ Defisit Rp..oviii
14
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(Q)Pendamnnlmgmmseu 1 ' /i
(1) mengunakananggamnmbelanjahdak@ﬂﬂ.

¢ | Desa dapat melakuhn ke n
uelanjutnya dhxaulka.n dalam rancangan pemturm

tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi kriteria:

a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

15
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Pendidikan

05

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar

Belanja Modal

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

min|jo o

===

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

17

Kepala Desa,
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5

8, d;m seterusnya;

MEMUTUSKAN:

‘Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

...... terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer

c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a - b)

19

Scanned by CamScanner



i SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
B . sl

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

20
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w |

Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan
Desa

01

Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa

01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala Desa

01

.. |<Rincian Obyek Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

01

Pelayanan administrasi
umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga,
dll)

0l

Belanja Barang dan
Jasa

22
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SELISIH PEMBIAYAAN .
Kepala Desa,
(RSSO o o )
Keterangan Cara Pengisian :
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
¢. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan; dan
. jenis pembiayaan

23
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Panﬂman ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau
Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa.

. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud,

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

25
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5)

6)

selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang

Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat
b) Sekretaris . Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
c) Anggota : Unsur  Pemerintah  kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan

evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan

tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

1)

2)

Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentan
bersama BPD; dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentan
disepakati bersama BPD.

Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB De

26

g APB Desa yang telah disepakati
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- Peraturan Bupati/ tentang Bagi Hasil Pajak dan nmw.t.mmﬁ
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1)

2)

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai

berikut:

a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;

c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumen;

c) Langkah 3: Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d
4,

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi

sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali
setelah dokumen diterima secara lengkap.
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; Dengan Kesepakatan Bersama ¢
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA  TENTANG  PERUBAHAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula

berjumlah: Rp..coei?  [adssarmmmminens ), bertambah/berkurang sejumlah
BD: i > [resaneines ) sehingga menjadi Rp.......... o (W e ) dengan rincian
sebagai berikut
1. Pendapatan Desa

a. semula

b. bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan setelah perubahan PD... osossanconaziabon
2. Belanja Desa

a. semula

b. bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp.iiiiiins

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan RD: covesvuscanasions
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Diundangkan di ...

pada tanggal ... N
. SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), :
tanda tangan
! NAMA
l v
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... %
|
!
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A DESA

BERTAMBAH / _q
(BERKURANG) | SUMBER DANA |
T 8 ]
]
|
|
|
|
|
|

B .

L RS, )
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Menetapkan

: TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... semula berjumlah 1 S e————
bertambah/berkurang sejumlah Rp.......,- (......... ) sehingga
menjadi Rp.......... T R ) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
Pendapatan Asli Desa
a. Semula 5 PR e B
b. Bertambah/(berkurang) .- W
Jumlah PADesa setelah perubahan P o renidnhad
Transfer
a. Semula R i e wn b s
b. Bertambah/(berkurang) o T
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan Rp..ooooiininn,

36

Scanned by CamScanner



¥

'-r"':‘I

J i n
@Apﬁpv-imaiﬁi’-‘?fi a

h perubahan  Rp.

L a. Semula RS et
b. Bertambah/(berkurang) )0 RSy =
. Jumlah setelah perubahan RD: ot e
. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula R, s noinein
b. Bertambah/(berkurang) D 5 oo e
Jumlah setelah perubahan 7o T S O

Selisih Pembiayaan setelah perubahan B o s

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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LAMPIRAN

PERATURAN

DESA

NOMOR....... TAHUN..........
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

Bl , "MERJADT
| URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN |BERTAMBAL/
(Rp) (BERKURANG)

SUMBER
DANA

5
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2 Kaur/Kasi................cc.......
N
b (e eremem e )
T )

n 1g dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
sing Ka /Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan
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. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa
- chiamndhnidengannomanklaMbMdmlmdcmhming sesuai APB Desa
. kolom 1 : diisi dengan nomor urut

. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar
orang/barang
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dﬂd dmanJmia penplunmn bdmﬂnmill.
: diis1 dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
: diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.
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R s

.

pengisian:

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesum APH Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APH Desa
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
Kolom 1 : dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesual rencana kegiatan,
Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan,
Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggarmn yang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar

Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampal saat ini,

Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

O 0 N o D s EE

S
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Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa,
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.

kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

e L
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N. Format Laporan Akhir Realisasi

DESA

: N o |
R *
L R ¥
¥ g n‘ ,“.
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. g
3 -« o
KECAMATAN % -t
KAHBUPATEN A~ »
PROVINSI 3 F i
KODE ,. URAIAN 5 H..H
REKENING oL ‘1
me | Saina s A
SO |
— 3 T
a b c a/bicld | ] OF - il TR
- 1 e
-t  —— e b ﬂ.'\ \.\
s uminh iy B
. : \.' II_\7
- ... e
T AT - -
Kolom | dan 2 A demger hode Relienang -
Kobom 3 dime denggen Pedang Sub Pedang dan Jenis
Wodom & Alm votirte eeguetarn eang deencanakan -
e = 5

A wnt e vebsme Y
= batan Dargunen  berang alag yang sejenis = & o
s e Aresaese slad vang seyenis= M .. g
wopatan non G palont

Aime Lrniab sryggeren veng dwencanakan

s telume kegpalan vang lereakuaes

Ain et Lan velume vang trrenhnas

Aum derugmn rumiah dana yang digunakan

Aom drngen prosenlase capasan kegatan dan

A Armugen perygpunessn dans dan Dana Desa =3

dise dergr, prrggunasn dana dari Alokasi Dana Dess )

Auss dengan penggunesn dana dan sumber lain. !

“rm derigen pemggunean bantuan veng Sdak




O. Format DPAL
Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

DESA I ccusonmseneteem s R el SUTRS
KECAMATAN R = 5
KABUPATEN T acReecniieumate TR
PROVINSI R e e
KODE REKENING URAIAN
1 2

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja
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> =0
el
g |
P. Buku Kas Umum .
TAHUN w
KECAMATAN :
KABUPATEN e -
PROVINSI -
=
NO |TGL! KODE REKENING URAIAN =
=i
2 3 4 S F e
1 2 TEe— i
b a|b|c|d Pl [ ok i
— —
b
Diverifikasi oleh: '3
Sekretans Desa, “

Cara pengisian :
Kolom 1 : dusa i
olom 2 : diisi I
Kolom 3 : diisi "
Kolom 4 : dnsa 1 1
Kolom 5 : diisi it penerimaan
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran I#
Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi -
Kolom 8 dusi dengan netto ransaksi N w
Kolom 9 diisi dengan saldo kas A
~Ja
s6
_ls\\wrlMl
-
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5./

Penghasilan Tetap & Tunjangan

Ke| Desa
; <ﬁm—oﬁyﬁ Belanja>

01

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

01

N

Belanja Barang dan Jasa

wWlw

01

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk
atan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/S ar Belajar

05

Belanja Modal

05

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

05

.. |<Rincian Obyek Belanja>

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak
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.h‘ r a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
. d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan,;

b. Kelompok pembiayaan; dan
. jenis pembiayaan.
Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Perbub ini)
Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c)
terkait
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-ty L - # L ¢
B # Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
A # Pembiayaan
Y # Aset Desa
# Penyertaan Modal Desa

MM oM R

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
ERBIpIEN'2 = ..., .0 oo costesiannsssssnsns

"
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i 2. Pendapatan Asli Desa
- i : Anggaran  Realisasi - ‘a
o Vel o —u,—v - S
b. Hasil Aset XXX XXX XK. XXX XXX
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong XXX XXX XXX XXX XXX
d. Lain-lain PADes yang sah  XXKXKX 0 XX XXX
—XXOXXX 00 OXKXXXX 00000000 XRX
. 3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa
selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi {Lebih)/
kKuang
Tahap 1 XXX. XXX XXX XXX XXX
Tahap 2  XXXXKX O XXCXXX XXX
XXK.XXX XXX XXX XXX
4, Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah i
Anggaran Realisasi Wobity/
—humng
Tahap 1 XXX. XXX XXX, XXX XXX
Tahap 2 XXX XXX XXX XXX XXX
......... XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/
—Kumng
Tahap 1 XXX, XXX XXX XXX XXX
Tahap 2 XXX, XXX XXX. XXX XXX
65
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10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
Aggran | Boslmesi | (ONB]
—kurang
Belanja Barang dan Jasa XXX . XXX XXX.XXX XXX
Belanja Modal

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

PR (V211 i/

Anggaran Realisasi
—kumnE .
Belanja Barang dan Jasa XXX. XXX XXX, XXX XXX
Belanja Modal XXX . XXX XXX.XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XXX

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri_dari:

Anggaran Realisasi (Lebih)/
— kurang
Belanja Barang dan Jasa XXX, XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal XXX XXX XXX XXX XXX

—XOCXXX  OXXXXKX 0 0 XX
66
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Behmn Modal Jaﬁnpn/lmm XXX XXX mm
EvisnjsMoxiel Iaingya 0001000 0003000

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Anggaran Realisasi el
. kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan XXX XXX XXX XXX XXX
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan XXX. XXX XXX. XXX XXX
Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, XXX. XXX XXX XXX X0
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, XXX XXX XXX XXX XXX
Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan XXX XXX XXX XXX X
XXX XXX XXX XXX XXX
Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan XXX. XXX XXX XXX XXX
Sub Bidang Kesehatan XXX, XXX XXX XXX XXX
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang XXX, XXX XX XXX XXX
Sub Bidang Kawasan Permukiman XXX. XXX XXX, XXX XXX
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup XXX XXX XXX, XXX XXX
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan XXX XXX XXX, XXX XXX
Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral XXX XXX XXX, XXX XXX
Sub Bidang Pariwisata XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX, XXX XX
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17.

18.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,
20x0 20x1 Penambsbang
[Pengurangan)
Tanah XXX XXX XXX.XXX XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat XXX . XXX XXX. XXX XXX
Kendaraan XXX, XXX XXX, XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX.XXX XXX
Jalan XXX . XXX XXX, XXX XXX
Jembatan XXX. XXX XXX. XXX XXX
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase XXX XXX XXX. XXX XXX
Jaringan /Instalasi XXX. XXX XXX, XXX XXX
Aset Tetap lainnya XXX, XXX XOOX . XXX XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX 200K XXX i
XXX XXX XXX e
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....
Penyertaan Modal Desa
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,
20x0 20x] Penambahan/
JAlengurangan)
BUMDes XXX XXX. XXX XXX XXX XXX
BUMDes YYY XXX, XXX XXX XXX XXX
.......... XXX, XXX ,$.9.99.¢, ¢, SENNNN—_——— - {
XXX XXX XX
dst
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Formaat Rincan Aset Tetap Desa

Contoh

Aset dan Nama/dentms Aset Tetap

- |F

Kias
Tanah . s
| Tanah Persil A, Luas 2200 m? HGB  230/20142Juli2014
e E
2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m* LA e —

Scanned by CamScanner

1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi DSBPKB 1231212 4 Des 2014
IV  Gedung dan Bangunan

1 Bangunan Kantor, Loas 200 m? MB 432 2 Juli 2014
2 . -

VvV Jalan
1 Jalan Desa Lokasidi. - ., S00m
2 - PR

3

Vi Jembatan
1 Jembmwmn XYZ Lokasidi....... ... , 50m
2 p— .
a ; PSS,

VI  Ingasy/ Embung/Asr Sungei/Dmmase
1 Embung XYZ, Lolamdi . ... . .

2 .
3 g

VIl Jarmgan/instalas:

1 Jarmgen Listrik Desa, Lokasi di

2 . N

3 =
X Aset Tetap lammea

1 Saps 3 eloor

2 R

3
¥  honstruks dalem Pengerean
) Pemb Jemity dalam K

Total M) Aset Tetup per 31 Desember 20%x

* Dusi dengun irm.ll.rﬁ‘b;'iim

®



Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

PERIOD

PROVINSI

[ KODE URAIAN NAMA OUTPUT
REKENING

{

[ 1 2 3

[ a b | c

|

Jumlah

Keterangan

Pilih salah saru
Cara Pengisian Kolom.

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom S5

Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9

diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:

a Untuk Kode rekening Bidang;

b. Kode Rekening Sub Bidang; dan

c Kode Rekening Kegiatan

diisi nomenklatur jenis kegi bagai ter dalam APB Desa yang telah dilaksanakan.

dusi nama output dari kegiatan

disi volume kegiatan yang direncanakan.

diisi satuan volume

- yembatan /bangunan/barang atau yang sejenis = unit
jalan/ingasi/ drainase atau yang sejenis= M
kegiatan non fisik - paket

- dil

dns: dengan jumlah dana yang dianggarkan.

dusi volume kegiatan yang terealisasi.

diisi satuan volume

disi realisas) anggaran yang digunakan.
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e |t il BRI, |
ey i s gL
. ey N Ferh s
...... Kepala Desa |
A
{osmanis it R )
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
GSYARIF HIDAYAT
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